PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR23 mupmr 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 61
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Feraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gajt, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit
TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pcjabat Negara,
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan ditetapkannya
Paraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian
Tumjangan Hari Rava Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS,
Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, menyebabkan
Belanja dan Tunjangan Pegawai harus disesuaikan kembali untuk
mencukupl kebutuhan setiap bulannya pada beberapa Perangkat
Dacrah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

. hahwa untuk mencukupi kebutuhan belanja pegawai sctiap bulan

sebagaimana huruf a diatas, sesuai ketentuan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Romawi V angka 23,
pelaksanasn kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
leinnya vang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan
dapat dilaksanakan mendshului penetapan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD dengan cara Menctapkan Peraturan
Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;

. bahwa untuk melaksanakan kebutuhan belanja pegawai

sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditindaklanjuti melalui
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran F:ndapa.ts.n dan Belanja Daerah
Kebupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018;
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balwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b dan huruf ¢ diatas, perubahan tersebut perlu ditetapkan
kembali melalui Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
[Berita Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);

Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangatn Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 téntang Pengelolaan
Keuangan Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedus atas Peratursn Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS,
Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6207);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS,
Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, Penenima Pensiun dan Penenma Tunjangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208):
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10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 |Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2017
Mormor 244):

L1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman PFPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeti Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomer 310);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 825] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomer 1952);

13.Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekas!i Nomor 7 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokek-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomeor 7);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6f;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Belkasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
|Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8}

16, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
|Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menctapkan | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPAT! BEKAS! NOMOR 61
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201B.

Pasal I

&  Ketentuan Lampiran | dan Lampiran Il diubah sehingga harus dibaca sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

S Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018, sepanjang tidak diatur
dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku



Pasal 11

turan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Feraturan Bupati ini,
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Mei 2018

BUPATI BEKASI
t.td
Hj. NENENG HASANAH YASIN

dangkan di : Cikarang Pusat
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